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ABSTRACT

In everyday life, so many events that can occur in human life that can be detrimental to property as well as the soul of the man himself. The event may include transport accidents, accidents at work, fire, damage to crops, and others. However, all these risks can be transferred to other parties when they entered into the insurance members. Insurance is an agreement made between two or more parties in which one party gives the other party a premium, while the party receiving the premiums will be offset to those who pay a premium when an événement. Parties who receive a premium that is called by the insurance company (insurer) which raise funds from the public (insured) called insurance premiums.

The objective of this journal is to knowing how positive law in Indonesia provides legal protection to the insured when the insurance company where they entrust their funds to go bankrupt. This type of research that is used in scientific work this is the kind of research the law legal normative, this research especially using materials literature and the legislation as a source of this research. Legal protection is giving shelter to human rights are harmed others and the protection given to the community to enjoy all the rights granted by law. Regulations regarding insurance namely Act Insurance undertakings provide legal protection to the insured in the form of determining the legal position of the insured in case of bankruptcy of the insurance company, which in the event of bankruptcy, the rights of the insured has a notch higher than other parties except in the case of an obligation to state, in accordance with the legislation in force. Settings on the bankruptcy and insolvency legislation Suspension of Payment on the insurance company insured is given legal protection in the form of appointment of the curator and the supervisory judge by the trial judge.
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ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia yang dapat merugikan harta benda maupun jiwa dari manusia itu sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kecelakaan transportasi, kecelakaan pada saat kerja, kebakaran, kerusakan pada hasil pertanian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua resiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain bilamana mereka masuk menjadi angota asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu memberikan premi kepada pihak yang lain, sedangkan pihak yang menerima premi akan akan mengganti kerugian kepada pihak yang membayar premi bila terjadi suatu evenement. Pihak yang menerima premi itulah yang disebut dengan perusahaan asuransi (penanggung) yang menghimpun dana dari masyarakat (tertanggung) yang disebut dengan premi asuransi.

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif yang ada di Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung bilamana perusahaan asuransi tempat mereka mempercayakan dananya dinyatakan pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Peraturan mengenai asuransi yakni Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak tertanggung mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya kecuali dalam hal kewajiban untuk Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai kepailitan yakni Undang-undang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada perusahaan asuransi tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Asuransi, Pailit.
I.  
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang

Setiap orang sering menderita kerugian akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga Jika kerugian ini hanya sedikit maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan uang simpanan dan kerugian itu tidak begitu terasa namun apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk membayar kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut di atas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi dirinya apabila mengalami kerugian baik jiwa maupun ekonomi. Masyarakat yang khawatir atas resiko keselamatan hidupnya, membuat pemikiran bahwa perlunya suatu lembaga atau suatu usaha yang dapat menanggung setiap resiko yang diderita oleh masyarakat. Salah satu lembaga yang dibutuhkan tersebut adalah jasa asuransi. Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung bila terjadi suatu evenemen atau kerugian. Namun pemegang polis asuransi tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila terdapat sengketa pada perusaahan asuransi yang menjadi pengalihan resikonya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan kepada pemegang polis untuk mendukung dan mengambil haknya apabila terjadi sengketa.
1.2
Tujuan


Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif yang ada di Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung bilamana perusahaan asuransi tempat mereka mempercayakan dananya dinyatakan pailit.
II.  
ISI MAKALAH 
2.1 
Metode
Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2.2 
Hasil Dan Pembahasan 
2.2.1
Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Hal Terjadinya Kepailitan Perusahaan Asuransi 

Menurut Satijipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen untuk mendapatkan hak-haknya yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu:
1. Hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Hak mendapatkan keamanan.

3. Hak mendapatkan informasi.

4. Hak memilih.

5. Hak untuk didengar.

6. Hak atas ganti rugi.

Dalam kasus kepailitan terhadap perusahaan asuransi, pemegang polis mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UUP). Subjek hukum yang sangat perlu dilindungi hak-haknya adalah pihak tertanggung dari perusahaan asuransi, sebab tertanggung merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi disamping kedudukan pelaku usaha perasuransian itu sendiri. Tertanggung memegang peranan yang sangat penting dalam perjanjian asuransi sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi ataukah akan menghentikan perjanjian asuransi tersebut. 

Peraturan mengenai asuransi yakni UUP memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak tertanggung mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya kecuali dalam hal kewajiban untuk Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 ayat (2) UUP menjadi jaminan bahwa pemegang polis dalam hal kepailitan perusahaan asuransi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur-kreditur lainnya. Dalam perusahaan asuransi tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang UUK dan PKPU. Selanjutnya pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semenjak putusan pailit diucapkan, hak Debitur pailit untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.
III 
KESIMPULAN 


Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Peraturan mengenai asuransi yakni Undang-Undang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak tertanggung mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya kecuali dalam hal kewajiban untuk Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai kepailitan yakni Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada perusahaan asuransi diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan.
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